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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan
program jaminan kesehatan nasional, telah dialokasikan
dana cadangan program jaminan kesehatan nasional
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Perubahan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum

Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
berwenang mengatur pelaksanaan anggaran Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja
Lainnya (BA 999.08) untuk dana cadangan program

jaminan kesehatan nasional;
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Mengingat

Menetapkan

c. bahwa untuk menyalurkan dana cadangan program
jaminan kesehatan nasional, perlu diatur tata cara
penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana

cadangan program jaminan kesehatan nasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban

Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA CADANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat
JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program

jaminan kesehatan.
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Dana Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat DJS
adalah dana amanat milik seluruh peserta yang
merupakan himpunan iuran beserta hasil
pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Kesehatan
untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan
pembiayaan operasional penyelenggaraan program
jaminan sosial.

Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional
yang selanjutnya disebut Dana JKN adalah sejumlah
dana tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Perubahan yang dialokasikan Pemerintah untuk
menjaga kesinambungan program JKN dan dipergunakan
untuk mengatasi defisit arus kas DJS Kesehatan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan
Belanja Lainnya (BA 999.08) yang selanjutnya disebut
BA 999.08 adalah subbagian anggaran bendahara umum
negara yang menampung belanja pemerintah pusat
untuk keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial,
belanja lain-lain, yang pagu anggarannya tidak
dialokasikan dalam bagian anggaran kementerian
negara/lembaga.

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang
selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan
yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang
bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi
rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan,
dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

Tagihan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
yang selanjutnya disebut Tagihan FKRTL adalah tagihan
atas pemanfaatan program JKN oleh peserta pada FKRTL
yang meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan/atau

rawat inap.
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11.

12.

13.

14.

Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA
BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan yang bertanggung jawab atas program bagian
anggaran bendahara umum negara dan bertindak untuk
menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran
bendahara umum negara.

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada
satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna
anggaran bendahara umum negara baik di kantor pusat
maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian
negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari
Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan
tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari
bagian anggaran bendahara umum negara.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
negara.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan
pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari bendahara umum negara untuk
melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum
negara.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA

BUN.
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Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari
daftar isian pelaksanaan anggaran dalam rangka
pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara
pengeluaran.

Surat Permintaan  Pembayaran  Langsung yang
selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan

kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.

Pasal 2

Dalam APBN dan/atau APBN Perubahan dialokasikan
Dana JKN pada BA 999.08.

Berdasarkan alokasi Dana JKN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan
pemberitahuan alokasi Dana JKN kepada Direktur
Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN BA
999.08.

Pasal 3
Untuk memanfaatkan alokasi Dana JKN, Menteri
Keuangan dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan untuk melakukan reviu atas
pengelolaan DJS Kesehatan.
Hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Direktur
Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN BA
999.08.

Pasal 4
Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan

Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal
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